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PERTAMINA BAYAR PBB DAN BPHTB KE PEMKAB LANGKAT  

Rp93.8 MILIAR, PLT BUPATI UCAPKAN TERIMAKASIH  

 

 
Sumber Gambar : medan.tribunnews.com 

 

Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH melakukan pertemuan dengan Senior Vice 

Presiden Aset Manajemen Pertamina Pusat, Yanuar Budi Hartanto, di Jakarta, pekan lalu. 

Pertemuan ini agenda penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta BPHTB atau 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk obyek pajak PT Pertamina Puraka II di 

Alur Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat.  

Atas pertemuan yang di agendakan tersebut pihak PT Pertamina Pusat melalui Senior 

Vice Presiden Aset Manajemen Pertamina Yanuar Budi Hartanto membayarkan 

kewajibannya yakni PBB dan BPHTB kepada pemerintah Kabupaten Langkat sebesar Rp 

93,8 miliar.  

Syah Afandin mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Pertamina yang telah 

merespon dan membayarkan kewajibannya mengenai PBB dan BPHTB yang berada di 

Pangkalanberandan Puraka II Alur Dua, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat. 

Dirinya berharap dengan pembayaran kewajiban pajak yang di bayarkan oleh PT 

Pertamina ini bisa membantu pembangunan-pembangunan demi kemajuan di Kabupaten 

Langkat.  

Turut hadir Sekda Langkat Amril SSos MAP, Kepala BPKAD Langkat Drs 

Iskandarsyah, Kepala BABPENDA Langkat Dra Hj Muliani S, Kepala BAPEDA Langkat 
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Hj.Rina Wahyuni Marpaung SSTP MAP. Perwakilan Pertamina Pusat PJS VP Asset, Dia 

Susilo wati dan Manager Land Ownership, M Yasir Syawaluddin. 

  

Sumber Berita: 

1. https://medan.tribunnews.com/2023/01/09/pertamina-bayar-pbb-dan-bphtb-rp-938-

miliar-ke-pemkab-langkat-plt-bupati-ucapkan-terimakasih, Senin, 9 Januari 2023. 

2. https://sumut.antaranews.com/berita/515553/pertamina-bayar-pbb-dan-bphtb-ke-

pemkab-langkat-rp938-miliar, Minggu, 8 Januari 2023. 

Catatan: 

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

Pasal 1 angka 37, angka 51 dan angka 54 

33. Pajak Bumi dan Bangu.nan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-

P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr/ atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

34. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.. 

35. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas 

permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 

37. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB 

adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

 

Pasal 38 

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan 

reklamasi atau pengurukan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: 

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan 

kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau 

barang milik Daerah; 

https://medan.tribunnews.com/2023/01/09/pertamina-bayar-pbb-dan-bphtb-rp-938-miliar-ke-pemkab-langkat-plt-bupati-ucapkan-terimakasih
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https://sumut.antaranews.com/berita/515553/pertamina-bayar-pbb-dan-bphtb-ke-pemkab-langkat-rp938-miliar
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b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk melayani kepentingan 

umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digu.nakan untuk tempat makam 

(kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; 

d. Bumi yang menrpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 

belum dibebani suatu hak; 

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 

internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid 

Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; 

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan 

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh 

Pemerintah. 

 

Pasal 39 

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adala}r orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

 

Pasal 40 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian 

PBB-P2. 

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 
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(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu 

wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. 

(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 2Oo/o (dua 

puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP 

tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk 

objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan 

wilayahnya. 

(7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 41 

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). 

(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan 

dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. 

(3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda. 

 

Pasal 42 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan 

PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3). 

 

Pasal 43 

(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 

(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut 

keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. 

(3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-

P2. 

 

Pasal 44  

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 
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(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Pemindahan hak karena: 

1. Jual beli; 

2. Tukar-menukar; 

3. Hibah; 

4. Hibah wasiat; 

5. Waris; 

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8. Penunjukan pembeli dalam lelang; 

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

10. Penggabungan usaha; 

11. Peleburan usaha; 

12. Pemekaran usaha; atau 

13. Hadiah; dan 

b. Pemberian hak baru karena: 

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau 

2. Di luar pelepasan hak. 

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Hak milik; 

b. Hak guna usaha; 

c. Hak guna bangunan; 

d. Hakpakai; 

e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan 

f. Hak pengelolaan. 

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan: 

a. Untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga 

negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; 

b. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum; 
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c. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 

lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;. 

d. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

e. Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain 

dengan tidak adanya perubahan nama; 

f. Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 

g. Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan 

h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 45 

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan.  

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan.  

 

Pasal 46 

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. 

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Harga transaksi untuk jual beli; 

b. Nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam 

perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian 

hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, 

pemekaran usaha, dan hadiah; dan 

c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam 

lelang.  

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi 

dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan 
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adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 

terjadinya perolehan. 

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai 

perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar 

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak 

di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. 

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih 

dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 

satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai 

perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

(7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat 

menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai 

perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(8) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 

ayat (6) ditetapkan dengan Perda. 

 

Pasal 47 

(1) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). 

(2) Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. 

 

Pasal 48 

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan 

BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan 

objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat 

(6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 47 ayat (2). 

(2) BPHTB yang tenrtang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan 

berada.  

 

Pasal 49 

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: 
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a. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; 

b. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, 

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang 

mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, 

dan/atau hadiah; 

c. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan 

pera-lihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; 

d. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk 

putusan hakim; 

e. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru 

atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; 

f. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di 

luar pelepasan hak; atau 

g. Pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 

 

Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2)  

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat 

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan 

pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. 


